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ABSTRAK
Penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan militer, khususnya dalam
pengadaan barang dan jasa, menjadi isu penting yang memengaruhi integritas dan
transparansi institusi pertahanan. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk
mengetahui Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat
Militer Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di
Lingkungan Militer, serta perlunya penyusunan prosedur khusus untuk
penanganan kasus korupsi oleh anggota militer. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Oditur
Militer dalam menangani kasus korupsi di lingkungan militer serta mengkaji
prosedur hukum yang berlaku di pengadilan militer. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis berbagai peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Tindak
Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran
terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam
UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara
Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal
11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk
penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang
tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat
bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara Oditur Militer
dan lembaga penegak hukum sipil, serta penguatan mekanisme pengawasan
internal di TNI. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaanjuga periu

ditingkatkan melalui penerapan teknologi informasi dan audit independen.

Kata Kunci: Korupsi Militer, Pengadaan Barang dan Jasa, Oditur Militer, KPK,
Peradilan Militer.
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ABSTRACT

Handling of corruption in the military environment, especially in the procurement
of goods and services, is an important issue that affects the integrity and
transparency of defense institutions. The purpose of this paper is to find out how
corruption is carried out by military officials, how corruption is handled in the
military environment, and the need to prepare special procedures for handling

corruption cases by military members. This studyaims to understandthe authority
of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Military Auditor in
handling corruption cases in the military environment and to examine the legal
procedures applicable in military courts. The research method used is normative
legal research, with a statutory and conceptual approach. Data were obtained
through analysis of various laws and regulations, legal doctrines, and relevant
case studies. Corruption committed by TNI Officials is interpreted as a violation
of Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law andthe fulfillment
ofelements ofcorruptionasregulated in Law Number 31 0of 1999 as amended and
supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of

Corruption. Corruption committed by Indonesian National Army Officials that
falls into the criteria based on Article 11 ofthe KPK Law, then the KPK has the

authority to conduct investigations, theresultsofthe examinations carried out can
be used as the basis for investigations by the KPK and for handling corruption
committed together by people subject to the military and general courts, the KPK
can cooperate in conducting investigations with the Military Police/Military
Auditors. This study recommends improving coordination between Military
Auditors and civilian law enforcement agencies, as well as strengthening internal

oversight mechanisms in the TNI. Transparency and accountability in the

procurement process also need to be improved through the application of

information technology and independent audits.

Keywords: Military Corruption, Procurement of Goods and Services, Military
Auditor, KPK, Military Judiciary
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